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merupikan sumber penerimzan pajak daerah rerbesar gunn membiayal pembangunan di Proving: Jambi.

Perkembangan pererimaan Pajak Kendarann Bermotor selalu mengalami peningkaian setiap twhunnya. |

Tujuan penclitian ini adalsh ontuk mengetalnd dan menganalisis perkembangan Pajak Kendaraun
Bermmor dan faktor-fzkior yang mempengaiuhinyn di Provinsi Jambi Beberapa laktor vang
diperkirakan memiliki pengaruh vang positil dan signifikan adalzh PDRB, Jumlah Penduduk, jumlah
kendaraan Bermator dan Kebijakan Pajak Kendaroan Bermotor. Data vang digenakan dalam studi im
adalah datn sekunder dari tabun Z000-2009. Selelah dilakukan pengujian dengan mengpunakan
persamaan regresi ternyata faklor vang memiliki pengarsh veng positif dan sigaifikan adaleh Jumlah
perduduk dan Jumlzh Kendarazn Bermotor Olel kaena it PEMDA perlu mengatr jumbal penduduk
dan perkembangannya sehinnga diharapkan lebsh berperan meningkatkan pererimaan Pajak Kendaraan
Bermotor di masa mendatang . DG samping ite PEMDIA juga perlu mendorong wajit Pajak Kendaraan
Bermotor dalam membayar pajzk. Hal ini dapat dilakukan melalot peningkatan sistem pendataan yane
lebih baik dan berkualices

Skripsi ini telah dipertalankan di depan sidang penguii dan dinyatakan lulus pada 30 Agostus 2010, 1elalh

disetijui cleh pembimbing dan pengji.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan biagian dan pajak daerah, dimana Pajak Kendoraan Bermotor |
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tangeal 1 Januand tahun 20001 Pemerintah  securas resmi telah
menyatakan dimulainyva pelaksansan otonomi daerah di [ndonesia sesuai dengan
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 vang diganti dengan Undang-undang Ne, 32
Tahun 2004, tentang Pemerintaban Daerah dan Undong-undang Mo, 25 Tahan 1999
lentang Penimbangan Keusngan Pusat dan Daerab vang diganti dengan Undang-
undang Mo. 33 Tahun 2004, Muolai sejak ite, administrast Pemerintaban dan sistim
Pembangunan Daerah di Indonesia mnengalami perubahan  vakni dar  sistim
senimbisiik menjadi desentralisasi. Pelaksansan sistem pemerintahan vang  bharuy
tersebut dikenal juga denpan otonomi daerah.

PPelaksanaan otonomi daerab yamyg dititik beratkan pada doerah Eabupaten
dan dacrah Kota dimulal dengan adanya penvershan sejumlab kewenanpan dari
pemerintah pusal kepemerintah daerab vang bersangkutan, Penveraban berbagai
kewenangan  dalam rangka  desentralisasi ini tentunya harus disertai  dengan
penverahan dan pengalihan pembivvaan, Sumber pembiavaan vang paling efekuf
adalah sumber pembiovaan ya  dikenal dengan istilsh PAD (Pendapatan Asli
Dacrah} dimana komponen utamar 1 adalah penerimaan yang berasal dari kompenen

paak caerah dan retribusi daerah {Mchammad Ridusnsyah, 2003)




i

Drengan dilaksanakanmya otonomi daerah, maks wewenang pemerintab dacrih
semakin besar dan nvata. Ustuk ok dalam penvelengparaan pemerintah didzerah
kelanggengan otonomi banya dapat divwujudkan dengan adanya sumber-sumber
penerimaan daerah yvang selalu menmgkal dan pasti. Pelaksanaan otonomi kepada
dacrah dimaksudkan untuk mewujudkan daerab vang bersangkutan dapat mengatur
dan mengurus rumah tangganva sendiri, sehingea dengan demikian diharapkan dapai
dicapar daya guna dan hasil guna penvelenggaraan pemeriniahan vang scoptimal
sk in.

Menurat Hamdani Aini (1985) Pajak duerah adalabh Pajak vang dipunpu
daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh dacrah untuk kepentingan
pembiavaan rumah langea sehagal badan hukum poliik.

Didatam ULN Mo, 34 Tahun 2000 dijelaskan Pajak daerah selanjutnva dischut
pajak adalah turan wajil vang dilakokan oleh orang pribadi atau badan kepada dacrah
tanpa imbalan  langsung  vang  seimbang. vang  dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. vang digunakan untuk membiavai
penyelenpparaan  pemerintah dacrah  dan  pembangunan  dacrah.  Wewenang
mengenekan pajak atas penduduk setempal untuk membiavai lavanan masyarakat
merupakan unsur vang penting dalam setiap pemerintah dacrah.

Dengan semakin © sarnya kewenangan vang diberikan pemerintabh pusal
kepada pemenintzh dacrah. n ka peranan keuangan daerab akan semakin penting.

I} dalam Undang — une imyge Mo, 33 Tahun 2004 dikemukakan bahwa sumber -

sumber penerimaan kevangan daerah terdin dari beberapa bagian. diantaranya:
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

i1 Kesimpulan

Herdosarkan pembabasan dan analiss pada bab-bab sebelumava, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1-J

Tad

Selama Periode analisis (2000-2009) pencrimaan Pajak  Kendaraan
Bermotor <b Provinst Jamb mengalami peningkatan vang cukup baik
setiap tahunnva, Penimgkatan ind dischabkan oleh adanva peningkatan
PORB, Produktivitas karyawan pemungut Pajak bendaraan Bermotor
dun Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi,
Berdasarkan hasil temuan empiris yang telah dilakokan, maks dapat
diketabui bahwa PDRB mempunyai pengaruh vang negalif dan tidak
signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendarsan Bermotor. Hal ini
dapat dilibat dari uji t-test dimana hasil vang didapat untok PDRB (X))
aclalah sebesar 064, sedangkan nilad t-tabel pada tingkat kepercayaan
L5% adalah sehesar 2,306, maka nilai t=test untiuk PRRB (X, ) lebih keeil
dar  <tabel vang berarti PDRD tdak signifikan mempengaruhi jumlah
Pem maan Pajak Kendaraan Bermaotor (7Y

Jumli 1 Penduduk mempunyal pengaruh yang positif dan siznifikan
terhiadip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi. Hal

ini dapat dilibat dari uji -lest dimana basil yang didapat untok jumlah




DAFTAR PUSTAKA

Davey, K1, Pembiayaan Pemeriniah Daerah, Ul Press, Jakaria, | 988

Gede, M dan Gede, ), Hukum Pajok. Lembaps Penerbit Fakultas Ekonomi UL
Jakarta, W3

Cinjarati, Damodar (1997), Ekonometrika Dasgr, Erlangge: Iakarta,
Hamdani, Aini, Perpaiakan, Bina Aksara, lakarta, |985
Kesit Bambang Prakoso, Pajak dan Reribusi Daerah, Ull Press, Yogyakarta, 2003

Kuncore, Mudrajad, Metode Kwantitarif, Edisi Ke - 3UPP 5TIM YREPM,
Yogyakarta, 2007

Lains, Alfian, Ekonometrika © Teori dan Aplikasi, UniversitasAndalas, Padang, 1989

Mangkoesoebroto, Guritng. Ekonomi Publit. BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakana,
2001

mMunawir, 8, Pukok-Pekok Perpajokan. Liberty, Yogyakarta, 1952

Musgrave Richard A &Peggy B, Kewsmgan Negara Dalam Teori Ekonomi clesrt
Prakiek, Erlangoa, Jakarta, 1999

Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia No, 63, Temtang Pajak Doerah,
Tabun 2001

Refianta, I, Produ’ “vitas dun Pengukuran, lembaga SIUP, Jakarta, |980

Ridugnsyah, Mo! mammad (2003}, Kostribusi Pajak Daeralr dan reteibusi Daerah
Terte ap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapaian dan
Bela o Dagrah (APBD) Gure Mendubung  Pelaksanaan  (lonomi
Dhae oh MAKARA, FOSTAL HUMANTORSA, VOL 7N 2

Sadono Sukimo . Proses. Masalah dan Desar Kebijaksanean, LPEE-UL, Jakorta, 1985

Samocdra, A, Azharl. Perpajakan I Indonesia: Kewangan, Pajak dan Refribusi
: Daerah, Gramedia, Jakarta, 1993




